BAB IV
PENUTUP

17. Simpulan

Peningkatan pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
(PPKT) guna memperkokoh kedaulatan NKRI, pelaksanaanya diperlukan upaya
nyata bagaimana melakukan pembinaan wilayah melalui mekanisme pengamanan
wilayah dan pengelolaan wilayah, serta penegakan hukum dan kedaulatan nasional
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan tersebut. Pengamanan wilayah
masih bertumpu pada TNI, khususnya TNI AL sebagai komponen utama. Selain itu,
diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan belum
efektif karena kurang solidnya antar pemangku kebijakan dan kepentingan.
Sedangkan dari pendekatan manajemen organisasi diketahui bahwa upaya-upaya
yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam pengamanan, pengelolaan, serta
penegakan hukum belum cukup optimal karena belum adanya kesinambungan dan
soliditas yang kuat dari aspek perencanaan hingga monitoring dan evaluasi
kebijakan (Aspek PDCA).

Penelitian yang dituangkan dalam Taskap ini menghasilkan beberapa
temuan diantaranya Pertama, pengamanan wilayah masih bertumpu pada TNI AL
sebagai komponen utama pertahanan negara matra maritim, sedangkan TNI AL
sendiri memiliki berbagai keterbatasan. Pengamanan wilayah dapat diperkuat
melalui pelibatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
dalam upaya-upaya pertahanan negara sesuai dengan konsep Sishankamrata yang
dianut oleh Indonesia. Kedua, pengelolaan wilayah yang dilakukan masih
menemukan berbagai kendala yang cukup kompleks yang diakibatkan oleh belum
sinergisnya seluruh pemangku kepentingan. Dibutuhkan penguatan pengelolaan
wilayah dengan memperkuat fungsi dan peran pemerintah, masyarakat, serta
pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, dalam konteks penegakan hukum dan
kedaulatan (kedaulatan penuh dan hak berdaulat), pemerintah sudah melakukan
langkah terpadu dengan menggunakan pendekatan regulatif, pendekatan
institusional, serta pendekatan teknikal. Namun demikian, implementasinya belum
cukup optimal karena berbagai keterbatasan. Keterbatasan ini dapat ditanggulangi
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melalui pengelolaan wilayah dan masyarakat yang bersifat holistik, integral, dan
terpadu.

18. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi diajukan sebagai tindak lanjut dari penulisan Taskap
ini, sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota supaya
bekerja keras memikirkan dan mencari solusi terbaik agar tidak ada satupun pulau
pulau terdepan kita yang tidak berpenghuni atau tidak dikelola dengan baik. TNI AL
dan Bakamla harus lebih inten meningkatkan kehadiranya dikepulauan pebatasan
terutama kepulauan laut Natuna utara. Pemerintah dan TNI harus memiliki tekad,
visi dan misi yang sama demi kokohnya kedaulatan NKRI.

Kedua, pengamanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan dapat
diperkuat melalui pelibatan Kogabwilhan dan masyarakat melalui mekanisme
komponen cadangan untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan TNI AL dalam
mempertahankan wilayah maritim Indonesia. Oleh sebab itu, Kemenhan Rl dan TNI
perlu duduk bersama dengan pemangku kepentingan terkait seperti POLRI, KKP
RI, Kemendagri RI, serta Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) untuk
membuat payung hukum kebijakan, bisa berupa UU baru untuk mekanisme kerja
sama lintas kementerian, bisa juga berupa PP dan Permenhan Rl yang mengatur
teknis komponen cadangan matra laut.

Ketiga, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
merupakan kerja yang bersifat multidimensi serta lintas sektoral. Permasalahan
pengelolaan wilayah selama ini disebabkan oleh kurang solidnya para pemangku
kepentingan terkait, untuk itu dibutuhkan soliditas antar pemangku kepentingan
agar pola pengelolaan wilayah bersifat holistik, integral, serta komprehensif di masa
yang akan datang.

Keempat, penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
terdepan yang melibatkan banyak instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Ditjen Hubla
Kemenhub RI, Ditien PSDKP KKP RI, Ditien Bea dan Cukai Kemenkeu RI, Bakamla
RI, pelaksanaanya harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan untuk
menyinergikan dan mengevaluasi kinerja berbagai lembaga tersebut.
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